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BUPATI SIDOARJO
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

I
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1.

BADAN NARKOTIKA KABI 'PATEN SIDOARIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARIO,

bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan
pelaksanaan dibidang  ketersediaan, pencegahan  dan  pemberantasun
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan
bahan adikiif lainnya, perlu dilakukan koordinasi yang intensil’ antara instans
pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimksud hurul 4. perly
ditetapkan Peraturan Bupan Sidoarjo tentang Pembentukan, Susunan ( Jruanisis|
dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dagrah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Tunto Uindang-Undany
Nomor 2 Tahun 1963 tentang Perubahan Batas Wilayah Rotapraja Surabava dan
Daerah Tingkat 11 Surabava (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembuaran Negaru
Republik Indonesia Nomor 3495):

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotripika (Lembaran Negira
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomer 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671 ):

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan [.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3608):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentuban Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan [embaran Negara Rl Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Dacrali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor H37) sebapaimana teluh
heberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Talun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentiny
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tabun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844}



Menetapkan

7.

4.

1.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbanuan Keuan gan Anlara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4436);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 15 Tahup 2001 tentang Pengalihy
Status Anggota Tentarg Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian MNegiira
Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil umuk Menduduki Jubata
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085) sehagaimang
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraruran Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tenting Pengaliban
Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggotu Kepolisian Negara
Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabita
Struktural  (Lembaran Negara Republik Indonesia Pabwn' 2002 Nomor 0,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4173

Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagion | rosan
Pemerintahan Antara Pemenintah, Pemerintahan Daeraly Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tthun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 471 T
Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badun Narkotika Nasional.
Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kora:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jems dan

Bentuk Produk Hukum Daerah:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Dacrah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT] SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSHNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
SIDOARIO

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

Led |l —

i
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4.

10,
1.

Dacrah adalah Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah otonom.

Pemerintah Sidoarjo adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo,

Badan Narkotika Kabupaten yvang selanjutnya disingkar BNK adalah Baddan
Narkotika Kabupaten Sidoarjo

Ketua Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya dismgkal Ketn BNK
adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disingkat Lakhar BNK adulah it
yang dibentuk untuk memperlancar Pelaksanaan dan Penyelenguraun Tugas dan
Fungsi Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disingkat KALAKIIAR BINK
adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Nurkotika Kabupaten Sidoarjo

Sekretaris adalah Sekretariat pada Pelaksana Harian Badan Norkotiks Kabupaen
Stdoarjo.

Seksi adalah Seksi pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Sidoario
Sub  Bagian adalah Sub Bagian pada Pelaksana Harian Badan Narkattka
Kabupaten Sidoarjo.
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- Satuan tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah Pelaksana Chperasionnul

vang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotannya berasal ar| peranghat
daerah dan instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas. fungsi din
kewenangan masing-masing.

- Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau hukan taniman

baik sintetis maupun semi sintesis vang dapat menyebabkan penurunan a
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilunghan nyeri,
dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam  yolongan-
golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keschatan

- Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis buku mitrholika,

vang berkhasiat psikoaktif melaluj pengaruh selektif pada susunan saral st
nienyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental: dan perilakuy.

- Prekursor adalah zat atay bahan pemula atau bahan Kimia v dapat divapakan

dalam proses pembuatan narkotika dan psikotropika,
Zat Adiktif adalah zap yang karena sifatnya dapat menimbulkan Ketergantungan
bagi pemakainya,

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Sidoario

BAR 111
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

BNK adalah lembaga non struktural vang berkedudukan di bawah dan bertngoung
Jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

BNK mempunyai tugas membanty Bupati dalam :

d.

Mengkoordinasikan perangkat daerah dan  instansi pemerintah  dalam
mengimplementasikan  kebijakan  dan pelaksanaan  operasional dibidana
pencegahan. pemberantasan penvalahgunaan dan peredaran velap narkotika,
psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya:

Melaksanakan dukungan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan  dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktir lainnya
dengan membentuk satuan tugas yang terdin dari unsur peranghat dacrah din
instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas. fungsi dan kewenanpunny,
masing-masing,

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. BNK PCIIEL i
fungsi sebagai berikut -

e

Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah terkair dalom
penylapan  dan  penyusunan kebijakan  pelaksanaan operasionmal  dibidang
ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyaluhigunaan dan perediaran
gelap narkotika, psikotropika, prekusor, dan Bahan adiktif lainnya:
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b. Pengoperasian satuan tugas vang terdin atas unsur pemerintah dacral dan
instansi  pemerintah  terkait dibidang  ketersediaan  dan pencesubin,
pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. psthotropiki.
prekusor dan  bahan  adiktif lainnya sesuai dengan tugas. fngs: i
Kewenangannya masing-masing;

¢. Pelaksanaan pemutusan Jaringan peredaran gelap  narkotika, psikotropika,
prekusor, dan bahan adiktif fainnya melalui satuan tugas sesuai dengan kebijakin
operasional BNN;

d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesua; dengan kebiakan
operasional BNN.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
BNK

Pasal 6

(1) Susunan organisasi BNK terdiri dari -
8. Ketua : Wakil Bupati Sidoarjo
b. Anggota i Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo
Kepals Kejaksaan Negeri Stdoarjo
Kepala Dinas Pendidikan Kab Sidoarjo
Kepala Lembaga Pemasvarakatan Sidourjo
Kepala Dinas Informasi dan Komunikusi Kuh
Sidoarjo
Kepala Dinas Pariwisata Pemuds dan (Muh Raga
Kab. Sidoarjo
Kepala Dinas Sosial Kab. Sidoarjo
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab, Sidoarjo
Kepala Dinas Kesehatan Kah, Sidoarjo
0. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Kab. Sidoarjo
1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kah,
Sidoaro
12. Direktur RSUD Sidoarjo
13. Kepala Kantor Bea Cukai Juanda
14. Direktur Angkasa Pura I Sidoarjo
15. Kepala Badan Pemberdavaan Masvarakat  dan
Keluarga Berencana Kab, Sidoarjo
¢. Sekretaris ¢ Kepala Pelaksana Harian BNK
Merangkap anggota

L :l'.- Tad !-J —

&

il = -

(2) Bagan Struktur Orpanisasi BNK tertuang dalam lampiran dan merpakan bagin
vang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pelaksana Harian BNK

Pasal 7

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelengaraun tugns dan fungesi BNK
dibentuk Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya discbut Lakhar BNK

(2) Lakhar BNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketlug BNK

(3} Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipinipin olel; Kepula
Pelaksana Harian yang selanjutnyva disebut Kalakahar BNK.
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Pasal 8

{1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri dari -

N
b,

€.
d,
c.
X

g.

Kalakhar BNK :

Sekretariat membawahkan -

I. Sub Bagian Reggar.

2. Sub Bagian Umum.

Seksi Pencegahan ;

Seksi Penegak Hukum ;

Seksi Terapi dan Rehabilitasi ;

Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi -
Satuan Tugas.

{2) Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNK tertuang dalam lampirn dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf |
Kalakhar BNK

Pasal 9

(1) Kalakhar BNK mempunyai tugas memimpin dan menghoordinis ket
operasional  dibidang  pencegahan, pemberantasan. penyulialivuniagg i
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adikiil v serti
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNK teknis maupun administeani|
berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berluku

(2) Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada avar (1), Kalakha
BNK mempunyai fungsi :

H

Memimpin kegiatan operasional dibidang pencegahan. pemberanisii.
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika. prehusor. dan
zat adikuf lainnya;

Penyelengparaan kebijakan teknis administratif kepada  pimpinan  dan
angeota BNK:

Penyelenggaraan fasilitasi kepentingan BNK:

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dalam
pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan, pemberantasan. penyvalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adilail luinm viL.
Pelaksanaan tugas lain yang dibrikan Bupaiti:

Evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 10

(1) Sckretaris mempunyai  tugas menyusun rencana  dan program ke,
menyelenggarakan  urusan  rumah tangga, kepegawaian,  administras|
perlengkapan, pengelolaan keuangan serta melaksanakan Kepiatan evaluast dan
pelaporan.

(2) Untuk menyelengparakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Scekeelmns
mempunyai fungsi ;

ik,

b,

Fm s e

Penyusunan rencana dan program kerja.
Penyelenggaraan urusan dan program Kerumahtang g
Pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pengelolaan administrasi keuangan.

Penyelenggaraan administasi perlengkapan,
Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan,
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.
Penyusunan laporan kegiatan.



Pasal 11

(1) Kepala Sub Bapian Reggar mempunyai tugas menyelengearakan nrusun supa
menyurat. kepegawaian, perlengkapan, kerumahtangpaun, PREAY USUILUN progrom
dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padi ayar (1) Kepala Suh
Bégian Reggar mempunyai fungsi :

a. Pelaksaan  urusan  surag menyural, adimintrasi.  hearsipun s
kerumahtanggaan, administrasi Kepegawaian, administrasi Rewanssig il
perlengkapan kantor:

b. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan babin:

¢, Penghimpunan, penyusunan dan pengolahan Program serta rencani kena:

d. Pengelolaan kepustakaan,

Pasal 12

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas  menyiaphan dan ISR
rencana dan program  kegiatan pengawasan serta monitwoeing dan el
dibidang pencepahan, pemberantasan, penyalahgunaan dun peredarin vl
narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainny .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1 Kepaly Sub
Bagian Umum mempunyai fungsi -

4. Penyusunan rencana dan program Kegiatan;

h. Penyelengaraan pengawasan - dan  pengendalian keghin  dibidang
pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkonka,
psikotropika, prekusor dan bahan adikn lainnya;

¢ Monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3
Seksi Pencegahan

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai  tugas menvelenoourakin keviatan
penyuluhan, pencrangan dan pembinaan masyarakat dibidang  pencegahun,
pemberantasan, penvalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, peikotropika,
prekusor dan bahan adiktif lainnya.

(2) Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), Kepala Scksi
Pencegahan mempunyai fungsi :

@, Penyusunan rencana dan program kegiatan Seksi Pencezalin,

b. Penyelenggaraan penyuluhan dan  pencrangan dibidang  penveualian,
pemberantasan, penyalahgunaan  dan  pereduran selapt  harhotih.
psikotropika, prekusor dan bahan adikuf lainnya:

¢. Penyelenggaraan pembinaan Kepada masyarakat:

d. Pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait dibidang pencewilin:

¢, Evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Scksi Penegakan Hukum

Pasal |4

(1) Kepala Seksi Penepakan Hukum mempunyai tgas menvelenpuarbin Keghilan
penindakan pengelolaan aset hasil sitaan dan penyiapan sarann dun PrSEr;
dibidang  pencegahan, pembetasan, penyalahgunaan  dun peradanin  eelap
narkotika, psikotropika, prekusor dan hahan adikuf lainnva,



(2) Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksyd pada avat (11, Kepuly Seks

T

(1

(2

(1)

(2)

Penepakan Hukum mempunyai fungs; :

4. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penegakan Hukyn:

b. Penyelenggaraan kegiatan penegakan  hukum dibidang  pencenahn
pemberantasan, penyalahgunaan  dJap peredaran  gelup  arkorika.
psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnyg,

¢ Pengelolaan aset hasi) sitaan:

d. Penyiapan sarana dan  prasarang dibidang pencegahan.  pemberimrasan,
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, PstRotiopika. prebsor
bahan adiktif lainnya;

¢. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang peneguhn hukui;

I Evaluasi dan pelaporan,

Paragraf s
Seksi Terapi dan Rehabilitasi

Pasal |5

Kepala Seksi Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tupas menyelengpuralk

kegiatan pemulihan, terapi dan rehabilitasi. melaksanakan peliyvanay medik din

sosial - dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunman dan poredr

gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adikyif Lainmy

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud Pada ayul (11, Kepala Seksi

[erapi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi -

4. Penyusunan rencana dan Program Kerja Seksi Terapi dan Rehahilinasi,

b.  Fasilitasi kegiatan pemulihan, terapi dan rehabilitas Korban nurkohg:

¢. Penyelenggaraan kegiatan  sosial dibidang pencegahan,  pemberantasuy,
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. psikotrapika. prekusor digy
bahan adiktif lainnya:

d. Pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait iibidany tefupn dan
rehabilitasi;

€. Evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 6
Seksi Penelitian, Pengembangan Dan Informasi

Pasal 16

Kepala Seksi penelitian, pengembangan dan informas MEmpumyui o,

menviapkan dan mengajukan informas; dibidang pencegahan, pemberaniasan,

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prehusor dun

bahan adiktif lainnya,

Untuk melaksanakan wgas sebagaimana dimaksyd packs avar (1) . Kl

penelitian, pengembangan dan informasi mempunyai fungs: -

4. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi penelitian, pentembingin diun
informas;;

b. Penyiapan data dan informasi dibidang  pencegahan. pemberintsig.
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropikia, prekusar o
hahan adiktif lainnya;

¢ Penyebaran informasi dibidang pencegahan, pemberantasan, penvalilioyiimg
dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bl diihrit
lainnva;

d. Pengdokumentasian hasil kegiatan dibidang pencegahan,  pemberantasn
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropiki, prekosor Uy
bahan adiktif lainnya;

Pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait:

Evaluasi dan pelaporan,

-l.-.lln



BABV
TATA KERJA

Pasal |7
Dalam melaksanakan lugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di fiongkune,
Lakhar BNK wajib menerapkan prinsip koordinasi, itegrasi. dan sinkronisas) Gk
lingkungan satuan organisasinva dan dalam hubungan dengan instansi luin
Pasal 18
(1) Rapat koordinasi dj lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikin |
(satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutithan
(2) Apabila dipandang perlu, BNK dapat mengikut sertakan prbak-pibak diluge 138K
untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi BNK.
Pasal 19
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK Bertiungeung jiwab
memimpin - dan - mengkoordinir bawahannya masing-masing  dan  memberikon
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannva,
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas, seliap pimpinan satuan organisasi di lingkungan |kl
BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan oroanisasi Ji
buwahnya.

Pasal 21

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelengaraan tupas dug fungs: BNK
kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipanding perhu,

Pasal 22
Dalam  melaksanakan tugasnya BNK dapat mengikutsertihan PN sertn
magyarakat.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Hiaya vang diperlukan bagi pelaksanaan dan penvelengparman tueas BNK
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidourjo

FPasal 24

Dalam melaksanakan dan menvelenggarakan tugas dun Pungsinyi. BNK gy
menenma - bantuan pembiavaan dari BNN vang  bersumber  dari Angisinn
Pendapatan dan Belanja Negara serta darg pthak-pihak lain baik Jilam ndupun L
negeri yang sifatnya tidak mengikat yang pelaksanaannya dilukukan sesuar Uetipin
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaky



BAB vl
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

(1) Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

(2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayvat (1), diangkat dari
anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resor
Kabupaten Sidoarjo dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

{3) Pejabat-pejabat Jain di lingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan alel;
Bupati.

(4) Jenjang Jabatan, kepangkatan dan esclonisasi serta susunan Kepegawaian i
lingkungan Lakhar BNK ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83
tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan
Badan Narkotika Rabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan yitnp
berlaku,

BAB VI
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sidaarjo Nomor
188/673/404.1.1.3/2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo
beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 September 2008
BUPATI SIDOARID

td

H. WIN HENDRARSO)

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TANGGAL 24 SEPEMBER 2008 NOMOR 25 TAHUN 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ARJO

VINO RUDY MUNTIAWAN. SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186
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